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Lingkungan Hunian Skala Besar 
Kasiba 
Lisiba 
 Praktek penyelenggaraan Lingkungan Hunian Skala Besar dengan 
Kasiba di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2004 dengan merujuk 
pada PP No 80 Tahun 1999 tentang Kasiba dan Lisiba. Kasiba wajib 
dilakukan pada Lingkungan Hunian Skala Besar yang sudah 
terintegrasi dengan Tata Ruang kota. Sementara, pembangunan 
Lingkungan Hunian Skala Besar di Indonesia belum dilakukan secara 
terpadu dengan infrastruktur kota. Sehingga menimbulkan banyak 
persoalan terutama penyediaan infrastruktur yang tidak optimal, 
sanitasi buruk, dan harga tanah tak terkendali. Pemerintah sesuai 
amanat UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman mendorong pengembangan permukiman berbasis 
kawasan. Pemerintah melalui Kementrian PUPR tengah merevisi PP 
No. 80 tahun 1999 agar lebih efektif, terarah dan berkelanjutan. 
Pemerintah mengakui banyak kelemahan dalam implementasi 
penyelenggaraan Lingkungan Hunian Skala Besar dengan Kasiba dan 
Lisiba terutama pada aspek penyediaan lahan, pengelolaan dan 
jumlah unit yang terbangun. Lokasi penyelenggaraan Lingkungan 
Hunian Skala Besar dengan Kasiba dan Lisiba diperkotaan sudah 
tidak memungkinkan. Kota baru merupakan solusi dari 
penyelenggaraan Lingkungan Hunian Skala Besar dengan Kasiba dan 
Lisiba di Indonesia.     
 
Kata Kunci: Lingkungan Hunian Skala Besar, Kasiba, Lisiba  
 
Abstract 
The practice of implementing Large-Scale Residential Environment 
with Kasiba in Indonesia has been started since 2004 with reference to 
Government Regulation No. 80 Year 1999 regarding Kasiba and Lisiba. 
Kasiba must be done on Large Scale Residential Environment that has 
been integrated with the Spatial city. While the development of Large 
Scale Residential Environment in Indonesia has not been done in an 
integrated manner with the infrastructure of the city. So it raises many 
problems especially the provision of infrastructure that is not optimal, 
poor sanitation, and uncontrolled land prices. Government as 
mandated by Law No.1 of 2011 on Housing and Settlement Area 
encourages the development of area-based settlements. The 
government through the Ministry of PUPR is revising the Government 
Regulation no. 80 of 1999 to be more effective, directed and 
sustainable. The Government recognizes many weaknesses in 
implementing the implementation of Large Scale Residential 
Environment with Kasiba and Lisiba especially on land acquisition, 
management and the number of units built. The location of a large-
scale Residential Shelter with Kasiba and Lisiba in urban areas is not 
possible. The new city is the solution of the implementation of Large 
Scale Residential Environment with Kasiba and Lisiba in Indonesia. 
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1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan dan perkembangan penduduk 
secara alami (kelahiran dan kematian), migrasi 
maupun urbanisasi pada kawasan perkotaan 
berdampak pada peningkatan kebutuhan rumah. 
Masyarakat cenderung memilih tinggal dekat 
dengan pusat aktivitas dan tempat mereka 
bekerja. Namun tidak semua masyarakat mampu 
mengakses perumahan formal atau rumah layak 
huni. Sehingga mereka membangun rumah di 
kawasan ilegal atau kumuh. Pemerintah, 
pengembang dan pemangku kepentingan terkait 
perumahan menangkap peluang pasar 
pembangunan perumahan dengan konsep Kasiba 
(Kawasan Siap Bangun) dan LISIBA (Lingkungan 
Siap Bangun). 
Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa 
konsep Kasiba telah dipersiapkan untuk 
menangani pembangunan Lingkungan Hunian 
Skala Besar sesuai dengan rencana tata ruang. 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 
merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 
2011 dari PP 80/1999 telah dilengkapi dengan 
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 
Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap 
Bangun yang Berdiri Sendiri dan Nomor 32 
Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan 
Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang 
Berdiri Sendiri serta Peraturan Menteri 
Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2006 
tentang Pedoman Tatacara Penunjukan Badan 
Pengelola Kawasan Siap Bangun dan 
Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun Yang 
Berdiri Sendiri.  
Selama tahun 2004-2009, Kementerian 
Perumahan Rakyat telah memfasilitasi dan 
menstimulasi pengembangan Kasiba dengan 
upaya mendorong penetapan lokasi sebanyak 44 
lokasi dengan SK Bupati/Walikota seluas 8.687 
ha, memberi bantuan stimulan prasarana lokal 
primer/sekunder berupa jalan poros pada 30 
kawasan seluas 8.026 hektar, bantuan teknis 
penyusunan rencana rinci tata ruang untuk 30 
kawasan seluas 8.061 ha, memfasilitasi 
pembentukan badan pengelola dan dibentuk tim 
penyiapan badan pengelola di 27 
kabupaten/kota. Upaya ini perlu di evaluasi 
untuk menentukan efektifitas konsep Kasiba dan 
Lisiba dalam membangun Perumahan dan 
Kawasan Permukiman secara terpadu dan sesuai 
tata ruang. 
 
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 
• Maksud kajian untuk mengevaluasi 
pembangunan Lingkungan Hunian Baru Skala 
Besar (LHBSB) dengan pendekatan Kasiba 
yang ada di Indonesia. 
• Tujuan untuk memberi Masukan Teknis dalam 
penyusunan Pedoman Pengembangan 
Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap 
Bangun. 
• Sasaran yang ingin dicapai antara lain : 
teridentifikasinya permasalahan, potensi 
/peluang dan best practice pembangunan dan 
pengembangan Lingkungan Hunian Baru Skala 
Besar dengan pendekatan Kasiba dan Lisiba. 
 
2.  PENDEKATAN DAN METODOLOGI 
 












Secara umum proses evaluasi terdiri dari 
beberapa kegiatan utama yaitu: 
1. Kajian content analysis regulasi peraturan 
perundangan terkait. 
2. Wawancara/diskusi dengan stakeholders 
untuk memperoleh informasi mengenai isu-
isu strategis, peluang dan tantangan terkini 
dan terbaru (up-to-date).  
3. Studi kasus di wilayah kajian untuk 
memperoleh gambaran sesuai dengan PP No 
80 tahun 1999. 
4. Pemetaan permasalahan untuk memperoleh 
gambaran jenis, urgensi dan solusi 
permasalahan yang terjadi. 
5. Evaluasi menggunakan metoda gap analysis 
terhadap PP No 80 tahun 1999 
 
3. PEMBAHASAN  
 
3.1 Pengertian 
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman merupakan kegiatan perencanaan, 
pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, 
termasuk di dalamnya pengembangan 
kelembagaan, pendanaan dan sistem 
pembiayaan, serta peran masyarakat yang 
terkoordinasi dan terpadu. (UU No.1/2011 
tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, Pasal 1) 
Berdasarkan UU No.1/2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 
PP No 80 Thn 1999 UU No 1 Thn 2011 
Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016  
Praktek 







1 pada Ketentuan Umum ada beberapa hal 
penting dan mendasar yaitu Kawasan 
permukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa 
kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan; 
Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan 
permukiman yang terdiri atas lebih dari satu 
satuan permukiman; Permukiman adalah 
bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas 
lebih dari satu satuan perumahan yang 
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain 
di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai 
bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun 
perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 
pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah 
adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal yang layak huni, sarana 
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 





Klasifikasi Perencanaan Bidang Pengembangan 
Kawasan Permukiman 
 
Penyelenggaran perumahan dan kawasan 
permukiman dengan Hunian Berimbang pada 
pasal 6 ayat 3 dilaksanakan dengan skala sebagai 
berikut: 
• Perumahan dengan jumlah sekurang-
kurangnya 50 sampai dengan 1.000 rumah;  
• Permukiman dengan jumlah sekurang-
kurangnya 1.000 sampai dengan 3.000 rumah;  
• Lingkungan hunian dengan jumlah sekurang-
kurangnya 3.000 sampai dengan 10.000 rumah  
• Kawasan permukiman dengan jumlah lebih 
dari 10.000 rumah.  
 
Bagan 1.1 
Batasan/Skala (Pasal 6 ayat 3 UU No.1/2011) 
Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian 
baru perkotaan meliputi perencanaan: 
a.  Lingkungan Hunian Baru Skala Besar 
(LHBSB) dengan Kasiba; dan 
b.  Lingkungan Hunian Baru Bukan Skala Besar 
(LHBBSB) dengan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum. 






Lingkungan Hunian Baru Skala Besar dan 
Lingkungan Hunian Baru Bukan Skala Besar 
 
Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah 
sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan 
untuk pembangunan perumahan dan 
permukiman skala besar yang terbagi dalam satu 
Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) atau lebih 
yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap 
dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan 
primer dan sekunder prasarana lingkungan 
sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan 
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 
memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan 
prasarana dan sarana lingkungan. (UU No 
4/1992 dan PP No 80/1999 Pasal 1).  
Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah 
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, 
sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan 
untuk pembangunan lingkungan hunian skala 
besar sesuai dengan rencana tata ruang. 
Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah 
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, 
sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan 
untuk pembangunan perumahan dengan batas-
batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian 
dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana 
rinci tata ruang. (UU No 1/2011) 
Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah 
sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan 






Besar sesuai dengan rencana tata ruang.  (PP No 
14/2016 Pasal 1). 
 
3.2 Praktek Penyelenggaraan Lingkungan Hunian 
Skala Besar dengan Kasiba di Indonesia 
 
Pengembangan Kawasan pada tahun 2006 telah 
menetapkan delapan lokasi Kawasan Siap 
Bangun (Kasiba) seluas 2.637,5 hektare (ha) 
untuk mengendalikan harga lahan dan 
membantu Gerakan Nasional Pengembangan 
Sejuta Rumah (GNPSR). Delapan lokasi Kasiba 
tahun 2006 berada di Talang Kalapa Palembang 
Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 650 ha, 
Bontang Propinsi Kalimantan Timur 200 ha, 
Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan 168,5 ha, 
Bone Bolango Propinsi Gorontalo 500 ha, 
Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan 52 ha, 
Lampodi Propinsi Sulawesi Tenggara 30 ha, dan 
Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan 
337 ha.  
Kasiba tersebut diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota, untuk dibangun hunian 
vertikal atau pembangunan perumahan dan 
permukiman yang didirikan di atas Kasiba 
tersebut. Agar terwujud struktur perumahan 
yang lebih terpadu, terarah, efektif dan efisien 
sesuai dengan arah pembangunan 
kabupaten/kota. Kasiba pertama yang telah 
diresmikan pemerintah adalah Talang Kalapa 
kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, 
Bontang Propinsi Kalimantan Timur dan Kota 
Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan.  
Dalam analisis, data lapangan dan data sekunder 
disusun berdasarkan bab dab sub bab yang ada 
didalam PP No 80 tahun 1999 seperti dalam table 
dibawah ini. 
 
3.3 Analisis terhadap Keberhasilan 
Penyelenggaraan Lingkungan Hunian Baru 
Skala Besar dengan Pendekatan Kasiba di 
Indonesia 
 
Dari study kasus yang dilakukan terhadap 4 wilayah 
kajian Palembang, Banjarmasin, Surabaya, Kendari 
dan 4 lokasi dari data sekunder yaitu Medan, 
Cengkareng, Kemayoran, Parung Panjang dalam 
penyelenggaraan Kasiba di daerah mengalami 
berbagai kendala dan hambatan yang dapat 
dikelompokkan berdasarkan proses dan tahapan 
sebagai berikut: 
a. Masalah Penyelenggaraan Pengelolaan Kasiba 
1. Badan Pengelola ditunjuk atau ditetapkan oleh 
Kepala Daerah melalui kompetisi yang diikuti 
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 
atau Badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah 
yang ditugasi untuk itu. 
2. Badan Pengelola sekurang-kurangnya terdiri 
dari unsur BUMN dan atau BUMD dan atau 
Badan lain yang dibentuk Pemerintah, unsur 
Pemerintah Kabupaten / Kota, unsur 
Pemerintah Propinsi dan atau unsur 
Pemerintah Pusat untuk lokasi yang ditetapkan 
sebagai Kasiba strategis oleh Pemerintah Pusat. 
3. Badan Pengelola dapat mengelola lebih dari 
satu Kawasan Siap Bangun dalam satu 
Kabupaten/Kota  
4. Dalam hal tidak ada BUMN/BUMD yang 
memenuhi persyaratan untuk mengelola 
Kasiba, maka Kepala Daerah dapat membentuk 
Badan lain yang ditugasi untuk pengelolaan 
Kasiba yang selanjutnya dikukuhkan menjadi 
BUMD dan menyampaikan informasi 
pembentukan tersebut kepada DPRD. 
5. Badan lain yang ditugasi untuk pengelolaan 
Kasiba yang telah dikukuhkan menjadi BUMD 
dapat bekerjasama (kerjasama operasi atau 
konsorsium) dengan Badan Usaha Swasta di 
bidang perumahan dan permukiman, dengan 
kepemilikan saham mayoritas oleh BUMD, 
guna melaksanakan pengelolaan Kasiba. 
6. Dalam hal belum terbentuknya Badan 
Pengelola, Kepala Daerah dapat membentuk 
Tim Penyiapan Badan Pengelola yang terdiri 
dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim 
Penyiapan Badan Pengelola, dengan anggota 
terdiri dari unsur Bappeda, Pekerjaan Umum, 
Perumahan dan Permukiman, Tata Kota/Tata 
Ruang, Pertanahan dan unsur Instansi lain yang 
diperlukan serta dari Unsur yang Professional di 
bidangnya. 
b. Penetapan Lokasi dan Penyediaan Tanah 
1. Masalah Penetapan Lokasi 
Lokasi Kasiba ditetapkan bersama oleh para 
stakeholder dengan mengacu pada RTRW 
Kota/Kab, atau RDTR Kota/Kabupaten bila 
sudah ada.  
2. Masalah Penyediaan Tanah  
Tantangan besar Kasiba dan Lisiba adalah cara 
memperoleh tanah. PP 80/99 telah 
mensyaratkan beberapa cara perolehan tanah 
yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. 
Apabila perolehan tanah dilakukan bukan 
dengan cara ganti rugi murni, maka pola-pola 
konsolidasi lahan, land sharing dan sebagainya 
dapat dilakukan. PP 80/99 mengharuskan 
Badan Pengelola melakukan penyuluhan dan 
penjelasan kepada masyarakat pemilik tanah 
mengenai hal tersebut. Pola yang paling mudah 
dan sederhana bagi Badan Pengelola / 
Penyelenggara adalah memberi ganti rugi. 
Namun apabila pola ganti rugi sulit dilakukan, 
maka pola pendekatan lain seperti konsolidasi 
lahan juga dapat dilakukan. Kegiatan ini 




khusus dan Badan Pengelola/Penyelenggara 
butuh pendampingan atau bantuan teknis 
untuk melaksanakan hal tersebut. 
c. Penyelenggaraan Pembangunan Kasiba 
1. Masalah Perencanaan Pembangunan Kasiba 
a. Kota yang baik mampu mencukupi warganya 
akan hunian yang layak serta permukiman 
yang responsif dan mendorong produktifitas. 
Saat ini pemetaan kota yang baik, masih sulit 
dilakukan secara menyeluruh, karena 
terbatasnya data dasar perkotaan yang 
memadai. Tata kota yang baik harus bisa 
memenuhi beberapa syarat yaitu: 
• perencanana melalui penyelidikan potensi 
dan penempatan lokasi kota  
• peraturan tentang perluasan kota 
• pemetaan tentang tata letak bangunan 
publik dan perumahan sehingga tidak 
saling tumpang tindih. 
• penyediaan ruang terbuka hijau sebagai 
paru-paru kota 
• memperhatikan aspek yang menunjang 
seperti lokasi pelabuhan laut, bandara 
udara, stasiun kereta, terminal bus dan 
lain-lain 
b. Pertumbuhan jumlah penduduk dan 
ekonomi pada akhirnya berkorelasi terhadap 
kebutuhan akan ruang.  
c. Perkembangan kota akan diikuti dengan 
konversi lahan dalam skala besar sebagai 
dampak peningkatan kebutuhan ruang 
dikarenakan akan menimbulkan desakan 
terhadap ruang kota. 
2. Masalah Pelaksanaan Pembangunan Kasiba  
a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dapat 
dilakukan oleh masyarakat sendiri dan 
pengembang perumahan terdiri dari 
pengembang pemerintah dan pengembang 
real estate swasta (developer).  
b. Penyediaan perumahan oleh pengembang 
real estate di kota berdasarkan pada profit 
oriented sehingga penyediaan sarana dan 
prasarana perumahan dibebankan kepada 
harga rumah. Sehingga harga rumah sangat 
tinggi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 
pergeseran target group pembangunan 
perumahan dari perumahan sederhana 
menjadi perumahan menengah dan mewah.  
d. Pembangunan perumahan di Kota 
menunjukkan pengelompokkan pola 
penyediaan perumahan. Untuk di pusat kota 
memiliki pola penyediaan rumah menengah 
dan mewah sedangkan jauh dari pusat kota 
memiliki pola penyediaan rumah menengah 
dan rumah sederhana.  
e. Pemenuhan kebutuhan perumahan secara 
masal dilakukan oleh Perumnas dan 
pengembang Real Estate. Perumnas 
merupakan perusahaan yang bersifat social 
dan profit oriented. Pemenuhan kebutuhan 
perumahan masal memerlukan campur 
tangan pemerintah agar memenuhi 
kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 
melalui kebijaksanaan Lingkungan Hunian 
Berimbang. 
f. Penerapan Kebijaksanaan Lingkungan 
Hunian Berimbang menuntut pengembang 
untuk menerapkan pola 1:2:3 dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi dan 
teratur dengan menggunakan sistem subsidi 
silang. Sehingga harga rumah tipe kecil 
menjadi murah dan dapat terjangkau oleh 
masyarakat bawah.  
g. Upaya pengembangan perumahan dan 
permukiman perlu memperhatikan 3 isu 
pokok, yaitu isu kesenjangan pengembangan 
perumahan permukiman, lingkungan dan 
manajemen pembangunan.  
(Lihat lampiran table dibawah) 
 
4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
4.1 Kesimpulan 
Kajian utama menyimpulkan tentang : 
a. Penyelenggaraan Pengelolaan Kasiba 
Badan Pengelola bertugas 
menyelenggarakan Kasiba sebagai 
kepanjangan tangan dari Pemerintah 
Daerah. Badan Pengelola dapat berupa 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan lain 
yang dibentuk Pemerintah untuk 
mengelola Kasiba termasuk Badan Usaha 
Milik Daerah. Badan Pengelola diberikan 
tugas untuk menyiapkan pemenuhan 
persyaratan penetapan Kasiba 
sebagaimana diatur dalam PP No. 80 
Tahun 1999. 
b. Penetapan Lokasi dan Penyediaan 
Tanah 
Penetapan lokasi Kasiba dilakukan setelah 
Kepala Daerah melakukan penunjukan 
Badan Pengelola Kasiba.  
Penetapan lokasi Kasiba dilakukan dengan 
Keputusan Bupati/Walikota. Penetapan 
suatu kawasan permukiman menjadi 
Kasiba setelah memenuhi persyaratan:  
1) rencana tata ruang yang rinci, 
2) data mengenai luas, batas, dan 
pemilikan tanah, dan 
3) jaringan primer dan sekunder 
prasarana lingkungan. 
Lokasi Kasiba dapat diusulkan oleh badan 
hukum bidang perumahan dan 
permukiman atau pemerintah daerah. 
Persyaratan penetapan lokasi Kasiba 





1) rencana pembangunan perkotaan atau 
perdesaan;  
2) rencana penyediaan tanah; dan  
3) analisis  mengenai  dampak  lalu  lintas  
dan lingkungan 
c. Penyelenggaraan Pembangunan Kasiba 
Kasiba merupakan pendekatan 
perencanaan pembangunan kawasan 
permukiman skala besar secara 
menyeluruh dan terpadu yang 
dilaksanakan secara bertahap. 
Kasiba digunakan dalam kontek 
pengembangan lingkungan hunian, 
pembangunan lingkungan hunian baru, 
pembangunan kembali lingkungan hunian 
dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. 
Dalam menentukan lokasi Kasiba, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan 
dengar pendapat dengan masyarakat 
sekitar lokasi yang akan ditetapkan 
menjadi Kasiba.  
Pemerintah Daerah harus memperhatikan 
jumlah unit rumah yang dapat ditambung 
dalam 1 Kasiba sekurang-kurangnya 3.000 
unit rumah dan sebanyak-banyaknya 
10.000 unit rumah dan jumlah unit rumah 
yang dapat ditampung dalam 1 Lisiba pada 
Kasiba sekurang-kurangnya 1.000 unit 
rumah dan sebanyak-banyaknya 3.000 
unit rumah. 
4.2 Rekomendasi 
Kajian utama merekomendasikan tentang : 
a. Penyelenggaraan Pengelolaan Kasiba  
1. Penunjukkan Lembaga Pengelola 
Lembaga Pengelola ditunjuk oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi 
dari BUMN atau BUMD-BUMN atau 
BUMD. 
Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang 
memenuhi persyaratan, maka 
Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi 
membentuk Badan Hukum lain yang 
ditugasi untuk mengelola lingkungan 
hunian baru skala besar dengan 
persetujuan DPRD. 
b. Penetapan Lokasi Dan Penyediaan 
Tanah 
1. Penetapan lokasi Kasiba diatur sebagai 
berikut: 
• Kawasan Permukiman skala besar 
dalam 1 wilayah Kabupaten / Kota 
diusulkan Pemerintah Kabupaten / 
Kota atau Badan Hukum kepada 
Menteri; 
• Kawasan Permukikan skala besar 
dalam 2 wilayah Kabupaten / Kota 
atau dalam 1 wilayah Provinsi yang 
diusulkan oleh masing-masing 
Pemerintah Kabupaten / Kota atau 
Badan Hukum kepada Menteri setelah 
mendapatkan persetujuan dari 
Pemerintah Provinsi; 
• Kawasan Permukiman skala besar 
dalam 2 atau lebih wilayah 
Kabupaten/Kota dalam 2 atau lebih 
wilayah Provinsi yang diusulkan oleh 
masing-masing Pemerintah 
Kabupaten/Kota atau Badan Hukum 
kepada Menteri setelah mendapatkan 
persetujuan dari masing-masing 









2. Penyediaan Tanah 
• Penyediaan tanah adalah rangkaian 
kegiatan perolehan tanah, pendaftaran 
hak atas tanah, pengkavlingan tanah 
dan pengalokasian bagian-bagian 
tanah untuk pembangunan lingkungan 
hunian baru skala besar di perkotaan 
dengan Kasiba. 
• Penyediaan tanah untuk kawasan siap 
bangun di perkotaan dapat dilakukan 

















c. Penyelenggaraan Pembangunan Kasiba 
1. Perencanaan Pembangunan Kasiba 
Perencanaan pembangunan Kawasan 
Siap Bangun mencakup penyusunan:  
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• rencana penyediaan lokasi 
permukiman;  
• rencana penyediaan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum 
permukiman; dan  
• rencana lokasi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi 
2. Pelaksanaan Pembangunan Kasiba 
Pelaksanaan pembangunan Kawasan 
Siap Bangun di Perkotaan dapat 
dilakukan secara bertahap melalui 
beberapa periode pembangunan. Setiap 
periode merupakan pelaksanaan 
pembangunan satu satuan perumahan 
yang lengkap dengan prasarana, sarana 
dan utilitas umum yang dapat berupa : 
• pembangunan unit hunian 
• pembangunan jaringan primer dan 
sekunder;  
• pembangunan prasarana lingkungan 
lainnya;  
• pembangunan sarana lingkungan 
hunian; dan atau 
• pembangunan, pengadaan, dan atau 
pemasangan fasilitas umum 
3. Pemanfaatan Pembangunan Kasiba 
Pemanfaatan Pembangunan Kawasan 
Siap Bangun di Perkotaan dilakukan 
untuk : 
• menjamin lingkungan hunian 
perkotaan sesuai fungsinya 
sebagaimana ditetapkan pemerintah 
kabupaten/kota;  
• mewujudkan struktur ruang sesuai 
perencanaan kawasan Permukiman 
Pemanfaatan Pembangunan Kawasan 
Siap Bangun di Perkotaan terdiri atas 
pemanfaatan Lingkungan Hunian 
perkotaan termasuk tempat kegiatan 
pendukung perkotaan dilakukan 
melalui: 
• kesesuaian dan kelayakan tempat 
tinggal; 
• keterpaduan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum untuk efisiensi dan 
efektivitas pelayanan; dan 
• kesesuaian lokasi pelayanan jasa 
Pemerintahan, pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi 
Pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya bertanggung jawab 
dalam pemanfaatan hasil pembangunan 




















4. Pengendalian Pembangunan Kasiba 
Pemerintah dan pemerintah daerah 
bertanggung jawab melaksanakan 
pengendalian penyelenggaraan Kawasan 
Siap Bangun di Perkotaan dilakukan 
untuk: 
• menjamin pelaksanaan pembangunan 
permukiman dan pemanfaatan 
Kawasan Siap Bangun di Perkotaan 
sesuai dengan rencana kawasan 
permukiman; 
• mencegah tumbuh dan 
berkembangnya Kawasan Siap Bangun 
di Perkotaan yang kumuh; dan 
• mencegah terjadinya tumbuh dan 
berkembangnya Kawasan Siap Bangun 
di Perkotaan yang tidak terencana dan 
tidak teratur. 
Pemerintah Daerah dapat membentuk 
atau menunjuk satuan kerja perangkat 
daerah untuk melaksanakan 
pengendalian Penyelenggaraan Kawasan 
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